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VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI
“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia
pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada
masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan
nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan
mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum
melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan

tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.

2.  Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa
menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang

demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawsan nasional dan

internasional.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi

dalam bidang hukum.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan
hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-
lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan

bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia

Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b

Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | lbrani 10:24
Disiplin (Diclipine) | Efesus 5:16

Profesional (Professional) | Matius 25:21

Bertanggung jawab (Responbility) | Matius 25:23
Berintegritas (Intergrity) | Amsal 19:1
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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Demus Siregar
NIM : 1840050134
Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Pertanggung
Jawaban Pidana Penebangan Liar Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” adalah:

. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah,
tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam
referensi pada karya tugas akhir saya.

2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau
yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas
lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan
dengan cara referensi yang semestinya.

3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal

acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya
tugas akhir ini dianggap batal.
Jakarta, 19 Januari 2023
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ABSTRAK

A. Nama : NICO DEMUS SIREGAR

B. Nim : 1840050134

C. Program Kekhususan : Hukum Pidana

D. Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Penebangan

Liar ~ Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat
Berdasarkan Undang — Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan

E. Halaman :i-xiii 75 halaman + Daftar Pustaka

F. Kata Kunci : Pertanggungajawaban Pidana, Pelaku
Illegal Logging, Pemberantasan Hutan
G. Ringkasan Isi

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terluas, dan hutan-
hutan ini berperan vital bagi kelangsungan hidup manusia. flora, dan fauna, yang wajib
kita lindungi. Hutan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat,
dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian. Namun, karena hutan memiliki begitu banyak kegunaan dan manfaat,
seringkali hutan disalahgunakan oleh manusia untuk Keuntungan pribadi, yang
mengakibatkan kerusakan hutan. Manusia telah menggunakan berbagai cara untuk
mengeksploitasi hutan, termasuk penebangan liar, di mana sebagian memanfaatkan
lahan untuk pertanian, sementara sebagian lainnya mengeksploitasi hutan. Penebangan
liar merupakan salah satu bentuk penebangan liar yang dapat merusak ekosistem hutan.
Oleh karena itu, dalam penelitian saya, saya mengkaji pengaturan dan batasan
pemanfaatan hutan menurut peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku penebangan liar di wilayah Pasang Kayu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif.
Penelitian hukum yuridis-normatif berfokus pada data yang dianalisis berdasarkan asas
atau norma hukum, Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan,
mengkaji, menjelaskan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Pembalakan
liar di wilayah Pasangkayu jelas merupakan tindak pidana, dan para terdakwa terbukti
bersalah melakukan pembalakan liar. Mengingat kesalahan para terdakwa dan
kurangnya alasan, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

Pengadilan Pasangkayu menyita barang-barang milik para pelaku sebagai barang
bukti tindak pidana, antara lain: a) satu truk pengangkut kayu, b) satu gergaji mesin, ¢)
280 potong kayu, d) satu unit Toyota Land Cruiser. Unsur-unsur tindak pidana (actrus
reus) dan niat jahat (mens rea) telah terpenuhi.

H. Dafiar Refrensi : Buku 21 Dan 1 Jurnal
I. Dosen Pembimbing | :  Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing I : Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M.
Jakarta, 19 Januari 2023
Penulis
Nico Demus Sireg;?
/
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Universitas Kristen Indonesia



ABSTRACT

A. Name o NICO DEMUS SIREGAR

B. NIM ;1840050134

C. Speciality Program . Criminal Law

D. Title : Criminal Liability for Illegal Logging in the
Pasangkayu Area of West Sulawesi Based on
Law of the Republic of Indonesia Number 18 of
2013 concerning the Prevention and
Eradication of Forest Destruction.

E. Pages o i-xiii + 75 pages +Daftar Pustaka

F. Key Words : Criminal Liability, Perpetrators

lllegal Logging, Deforestation.
G. Content Summary

Indonesia is one of the countries with the largest forest areas, and these
forests play a vital role in the survival of humans, flora, and fauna, which we
must protect. Forests also serve as a source of income for people, used for
economic needs, and can also be used as agricultural land. However, because
forests have so many uses and benefits, they are ofien misused by humans for
personal gain, resulting in forest destruction. Humans have employed various
methods to exploit forests, including illegal logging, where some use the land
for agricultural purposes, while others exploit the forest. lllegal logging is a
form of illegal logging that can damage forest ecosystems. Therefore, in my
research, I examine the regulation and limitations of forest use according to
legislation, as well as criminal liability for perpetrators of illegal logging in
the Pasang Kayu area.

This thesis uses juridical-normative legal research. Juridical-normative
research focuses on data analyzed based on legal principles or norms. This
research method is descriptive-analytical, meaning it describes, examines,
explains, and analyzes legal regulations.

The illegal logging in the Pasang Kayu area was clearly a crime, and the
defendants were proven guilty of illegal logging. Given the defendants’ fault
and the lack of excuses, they should be held accountable for their actions.

The Pasangkayu Court confiscated the perpetrators’ belongings as
evidence of the crime, including: a) a logging truck, b) a chainsaw, c) 280
pieces of wood, d) a Toyota Land Cruiser. The elements of a criminal act
(actrus reus) and malicious intent (mens rea) were present.

H. Reffrence List ;21 books and 1 journal
42 Supervisor | . Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.
Supervisor 11 . Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M.

Jakarta, 19 Januari 2023
Penulis
Nico Demus Siregar
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